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ABSRAK

DERI EKA PUTRA (2021): Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penundaan
Pembagian Harta Warisan Pada Masyarakat
Desa Sawah Kec. Kampar Utara.

Penelitian ini berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penundaan
Pembagian Harta warisan Pada Masyarakat Desa Sawah Kec. Kampar Utara”.
Dalam pembahasan ini penulis menarik sebuah pokok permasalahan yaitu
Bagaimana pelaksanaan pembagian harta warisan pada masyarakat Desa Sawah
Kec. Kampar Utara? Bagaimana dampak dari penundaan pembagian harta
warisan di Desa Sawah Kec. Kampar Utara? Bagaimana tinjauan Hukum Islam
terhadapa penundaan pembagian harta warisan?.

Penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research) yang
dilaksanakan di Desa Sawah Kec. Kampar Utara. Sumber data penelitian ini
adalah data primer yang diperoleh secara langsung dari responden lapangan
yaitu hasil wawancara dan observasi dari ahli waris yang menunda pembagian
harta warisan dan data sekunder adalah data pendukung yang diperoleh dari
berbagai tokoh masyarakat, buku-buku, artikel yang ada berhubungan dengan
penelitian ini.

Hasil penelitian ini adalah didalam Hukum Islam memerintahkan agar
segera mungkin membagikan harta warisan yang ditinggalkan oleh pewaris
apabila telah selesai diselenggarakan pengurusan jenazah, agar supaya tidak
terjadi penundaan pembagian harta warisan yang dapat menimbulkan konflik
sesama ahli waris. Adapun dampak dari penundaan pembagian harta warisan
yang dilakukan oleh masyrakat Desa Sawah Kec. Kampar Utara, yaitu sebagai
berikut: terjadinya konflik diantara ahli waris, kurang harmonisnya dalam
kekeluargaan, harta warisan tersia-siakan.

Kata Kunci: Hukum Islam, Penundaan Pembagian Harta Warisan, Desa
Sawah



KATA PENGANTAR
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KEC. KAMPAR UTARA”. Skripsi ini merupakan salah satu yang harus
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BAB |
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah

Hukum Islam adalah sekumpulan aturan yang mengatur hubungan
manusia dengan tuhannya (hubungan vertikal) dan hubungan manusia dengan
manusia (hubungan horizontal). Aturan yang mengatur tentang manusia dengan
tuhannya berisi tentang tatacara manusia berhubungan langsung dengan tuhan
yang dikategorikan sebagai ibadah seperti melakukan shalat, mengeluarkan
zakat, dan berpuasa pada bulan Ramadhan serta melakukan perjalanan ibadah
haji bagi yang mampu. Sedangkan hubungan yang mengatur antara manusia
dengan manusia disebut dengan Muamalah yang merupakan ketetapan yang
diberikan oleh Tuhan yang langsung berhubungan dengan kehidupan sosial
manusia. Hukum Islam di bidang muamalah terdiri dari: (1) Munakahat (yang
mengatur tentang perkawinan, perceraian, serta sebab akibatnya, (2) Wirasah
(yang mengatur tentang segala hal berkaitan dengan ahli waris, pewaris, harta
peninggalan, serta pembagian warisan). Hukum waris ini disebut dengan ilmu
faraid, (3) Muamalah (dalam arti khusus mengatur masalah kebendaan, ha
katas benda, tatahubungan manusia dengan soal jual beli, sewa menyewa,
perserikatan dan lain sebagainya), (4) Jinayat (memuat aturan-aturan yang
mengatur tentang hukum pidana), (5) Al-ahkam as-shultaniyyah (membahas
mengenai persoalan yang berkaitan dengan kepala Negara, pemerintahan,
tentara, pajak dan sebagainya), (6) Siyar (mengatur hal menyangkut masalah

perang dan damai, tatahubungan dengan pemeluk agama, Negara dan lain-lain,



(7) Mukhamasat (yang mengatur tentang soal peradilan, kehakiman dan tata
hukum acara).” Hukum kewarisan adalah hukum yang mengatur tentang
pemindahan hak pemilikan harta peninggalan (tirkah) pewaris, menentukan
siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagiannya masing-
masing.?

Menurut Hukum Islam, hukum kewarisan ada tiga, yaitu mauruts
(tirkah) atau harta peninggalan, muwarrits atau orang yang meninggal, dan
waris yaitu orang yang mewarisi atau Ahli waris. Mengenai hal ahli waris,
maka anak adalah salah satu ahli waris yang berhak menerima warisan baik
anak laki-laki maupun anak perempuan sama-sama berhak menjadi ahli waris.
Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) dalam Pasal 176, disebutkan bahwa
anak perempuan bila hanya seorang saja mendapatkan sebagian dari harta
peninggalan, namun bila anak perempuan itu dua orang atau lebih maka mereka
bersama-sama dalam bagian yang dua pertiga bagian, dan jika anak perempuan
itu bersama dengan anak laki-laki, maka bagian dari anak laki-laki tersebut
adalah dua berbanding satu dengan bagian anak perempuan.® Selain dari pada
itu, dalam al-Qur’an pula menegaskan mengenai hal pembagian warisan yang
sesuai dengan syariat huku Islam. Firman Allah SWT. Dalam QS. An-

Nisa/4:11-12.

! Mohammad Daud Ali, Hukum Islam: Pengantar Hukum Islam dan Tata Hukum Islam
di Indonesia, (Jakarta: PT. FajarGrafindo, 2006), hal. 57-58.

2 Kompilasi Hukum Islam, Pasal 171 (a)

% Ibid., Pasal 176
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Artinya: “Allah mewasiatkan (mewajibkan) kepadamu tentang (pembagian

warisan untuk) anak-anakmu, (yaitu) bagian seorang laki-laki

sama dengan bagian dua orang anak perempuan. Dan jika anak itu

semuanya perempuan yang jumlahnya lebih dari dua, maka bagian

mereka dua pertiga harta yang ditinggalkan. Jika dia (anak

perempuan) itu seorang saja, maka dia memperoleh setengah

(harta yang ditinggalkan). Dan untuk kedua ibu-bapak, bagian

masing-masing seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika dia

(yang meninggal) tidak mempunyai anak dan dia diwarisi oleh

kedua ibu-bapaknya (saja), maka ibunya mendapat sepertiga. Jika

dia (yang meninggal) mempunyai beberapa saudara, maka ibunya

mendapat seperenam. (pembagian-pembagian tersebut diatas)

setelah (dipenuhi) wasiat yang dibuatnya atau (dan setelah

dibayar) utangnya. (tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu

tidak mengetahui siapa diantara mereka yang lebih banyak

manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan Allah. Sungguh, Allah

maha mengetahui, mahabijaksana. Dan bagianmu (suami-suami)

adalah seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh isteri-isterimu,

jika mereka tidak mempunyai anak. Jika (isteri-isterimu) itu

mempunyai anak, maka kamu mendapat seperempat dari harta

yang diitnggalkannya setelah (dipenuhi) wasiat yang mereka buat

atau (dan setelah dibayar) uatngnya. Para isteri memperoleh

seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan (setelah dipenuhi)

wasiat yang kamu buat atau (dan setelah dibayar) utang-utangmu.

Jika seseorang meniggal, baik laki-laki maupun perempuan yang

tidak meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak, tetapi

mempunyai seseorang saudara laki-laki (seibu) atau seorang

saudara perempuan (seibu), maka bagian masing-masing dari
kedua jenis saudara itu seperenam harta. Tetapi jika saudara-



saudara seibu itu lebih dari seorang, maka mereka bersama-sama
dalam bagian yang sepertiga itu, setelah (dipenuhi wasiat) yang
dibuatnya atau (dan setelah dibayar) utangnya dengan tidak
menyusahkan (kepala ahliwaris). Demikianlah ketentuan Allah.
Allah maha mengetahui, maha penyantun.
Bahkan dalam Hadist pun sudah diterangkan:
(Alay A3 8155) SR TA5 s Y b 6 d s L il all) el 06
Artinya: “Nabi Muhammad saw bersabda: berikanlah harta pusaka
kepada orang-orang (ahli waris) yang berhak. Sekiranya
masih ada sisanya, untuk orang laki-laki yang lebih utama
(ashobah)”. (H.R Bukhari & Muslim).®
Dari Al-Qur’an dan Hadist diatas dapat disimpulkan bahwa ketentuan
memberikan kepada setiap pemilik hak-hak yang sah mereka, juga menegaskan
bahwa ada hak buat lelaki dan perempuan berupa bagian tertentu dari warisan
ibu, bapak, dan kerabat yang akan diatur oleh Allah SWT. Kemudian
memerinci ketetapan-ketetapan mengenai ahli waris dan bagian-bagiannya.
Ilmu faraid adalah ilmu yang paling pertama diangkat dan lupakan oleh
orang. Diriwayatkan oleh ad-Darquthni dari Abu Hurairah bahwa Nabi SAW,
bersabda:
£ 5 (8 Ul 5 o (35 03 55 el a3 Sl d5ale 5 (ol 15003

¢
5.~a‘f

ol

Artinya: Pelajarilah ilmu faraid (waris) dan ajarkanlah kepada oraang-
orang sebab ia adalah separuh dari ilmu pengetahuan dan ia
adalah ilmu yang pertama dilupakan dan diangkat dari ummatku.

* Amir Syarifuddin, Hukum Kewarisan Islam, (Jakarta: Kencana Prenada Media Grup,
2012), Cet-4, hal. 44.

> AL-Qurtubi, Al Jami’ Li Ahkam Al-Qur’an, Terj, Ahmad Rijali Kadir, (Jakarta:
Pustaka Azzam, 2013), cet. 2, Jilid. 5, hal. 142-143



Ketahuilah bahwa ilmu waris adalah ilmu yang paling utama dalam

pandangan para sahabat dan juga mereka sangat memerhatikanya.

Adapun syarat pembagian warisan serta halangan untuk menerima

warisan sebagai berikut:

1. Ada tiga syarat untuk mendapatkan warisan, yaitu:

a.

Pewaris benar-benar telah meninggal dunia. Baik meninggal (mati)
hakiki, yaitu kematian seseorang yang dapat diketahui tanpa harus
melalui pembuktian, bahwa seorang telah meninggal dunia, maupun
mati hukmi, yaitu kematian seseorang yang secara yuridis ditetapkan
melalui putusan hakim dinyatakan telah meninggal dunia. Ini bisa
terjadi seperti dalam kasus seseorang yang dinyatakan hilang (al-
mafqud) tanpa diketahui dimana dan bagaimana keadaannya.

Ahli waris benar-benar hidup ketika pewaris meninggal dunia, atau
dengan putusan hakim dinyatakan hidup pada saat pewaris meninggal.
Maka, jika dua orang yang saling mempunyai hak waris satu sama lain
meninggal bersama-sama, tetapi tidak diketahui siapa yang mati
terlebih dulu, maka diantara mereka tidak terjadi waris-mewarisi.
Benar-benar dapat diketahui adanya sebab warisa pada ahli waris, atau
dengan kata lain, benar-benar dapat diketahui bahwa ahli waris
bersangkutan berhak mewarisi. Syarat ketiga ini disebutkan sebagai
suatu penegas yang diperlukan, terutama di Pengadilan meskipun

secara umum telah disebutkan dalam sebab-sebab kewarisan.®

® A. Khisni, Hukum Waris Islam, (Semarang: UNISSULA PRESS, 2017), cet. 6, hal. 5



2. Adanya berbagai sebab dan syarat warisan belum cukup menjadi alasan
adanya hak waris, kecuali jika tidak terdapat salah satu penghalang sebagi
berikut:

a. Berbeda agama antara pewaris dan ahli waris. Alasan penghalang ini
adalah hadist Nabi yang mengajarkan bahwa orang muslim tidak
berhak waris atas harta orang kafir dan orang kafir tidak berhak waris
harta orang muslim.

b. Pembunuhan, hadist Nabi mengajarkan bahwa pembunuh tidak berhak
mewarisi atas peninggalan orang yang dibunuh. Yang dimaksud
dengan membunuh adalah membunuh dengan sengaja Yyang
mengandung unsur pidana. Sementara pembunuhan yang tidak
menjadi penghalang mewarisi adalah:

1) Pembunuhan karena khilaf
2) Pembunuhan yang dilakukan oleh orang yang tidak cakap
melakukan perbuatan hukum
3) Pembunuhan yang dilakukan karena tugas
4) Pembunuhan karena unsur membela diri.’
Adapun kewajiban ahli waris terhadap pewaris sebelum warisan
dibagikan adalah sebagai berikut:
a. Mengurus dan menyelesaikan sampai pemakaman jenazah selesai.
b. Menyelesaikan baik hutang-hutang berupa pengobatan, perawatan

termasuk kewajiban pewaris maupun menagih piutang.

" A. Khisni, Ibid., hal.6



c. Menyelesaikan wasiat pewaris.
d. Membagi harta warisan di antara ahli waris yang berhak.?

Setelah terpenuhi semua urusan, barulah harta warisan boleh dibagikan
kepada setiap ahli waris sesuai dengan ketentuan yang telah diatur oleh Allah.
Dalam pembagian harta warisan dianjurkan untuk tidak ditunda-tunda karena
dalam harta waris itu ada hak ahli waris. Jika terus ditunda pembagian harta
waris tersebut maka bisa menimbulkan perselisihan antara ahli waris.

Pada hakikatnya, harta yang ditinggalkan si mati adalah amanah yang
harus segera ditunaikan atau diserahkan kepada pemiliknya yang berhak. Maka
menunda pembagiannya sama saja dengan sikap tidak amanah dan seperti
mengambil harta yang bukan miliknya, juga cenderung mempermainkan harta
milik orang lain. Sebagaimana Allah SWT berfirman dalam al-Qur’an surat

An-Nisa ayat 58, berbunyi:
A1 &) Q3T 15825 of L G 582135 6T L) T 15338 of 25406 4 &
il sl S8 &) Py L s
Artinya: “Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada
yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan
hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil.
Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya
kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha
melihat "(QS. An-Nisa: 58).°

Begitu juga dalam hadist yang diriwayatkan oleh imam ahmad

berbunyi:

8 KHI. Op. Cit., Pasal 175.
SAhmad Sarwat, 10 Penyimpangan Pembagian Waris Di Indonesia, (Jakarta Selatan:
Rumah Figih Publishing, 2018), hal. 17.
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Artinya: Abdullah menceritakan kepada kami, Ayah saya menceritakan kepada
saya, Waki’ menceritakan kepada kami ia berkata: Dari Ummu
Salamah ra berkata, bahwa ia pada suatu hari datang ke rumah Nabi
SAW, dua orang laki-laki yang mempertengkarkan masalah harta
warisan yang telah lama tertunda (terbengkalai) dan tidak mempunyai
keterangan yang jelas, Nabi berkata kepada mereka, sesungguhnya
kalian datang mengadukan perkara kepadaku, sedangkan aku hanya
sebagai manusia. Boleh jadi diantara kalian pandai dan mengerti
membarikan keterangan dari yang lain. Aku memutuskan perkara
hanya berdasarkan keterangan yang kalian berikan, sehinggah aku
memberikan (menghukum) kepada sebagian hak yang lain. Berarti aku
telah memberinya sepotong api neraka, api itu akan diletakkan
dilehernya sebagai alat penggerak di hari kiamat, selesai Nabi SAW
berkata kedua laki-laki yang bersengketa bahwa segala haknya
diberikan kepada saudaranya. Mendengar keterangan kedua laki-laki
itu, Nabi berkata: pulanglah kalian dan bagilah harta itu secara adil
berdasarkan musyawarah kemudian hendaklah kalian saling
menghalalkanm (HR.Ahmad 320/26773)

Dari hadist diatas dapat dipetik kesimpulan bahwa dalam menunda-
nunda pembagian harta bisa menimbulkan perselisihan antara ahli waris, dan
dalam harta itu terdapat hak-hak bagi setiap ahli waris.

Namun dalam kenyataannya masih ada yang menunda-nunda
pembagian waris. Penundaan ada yang sampai beberapa tahun. Karena terlalu

lama penundaan pembagian waris ada ahli waris yang sampai meninggal dunia,

1% Ahmad Ibnu Hambal, Musnad Imam Ahmad Bin Hambal, (Beirut: Dar al-Kutub al-
IImiyah, 1993), cet. 1, juz. 6, hal. 353.



namun tetap belum dibagikan. Sebenarnya ahli waris yang meninggal dunia
mendapatkan haknya di dunia dan bisa menggunakan hartanya namun
dikarenakan penundaan pembagian tersebut, ahli waris yang meninggal tidak
bisa lagi menggunakan haknya di dunia. Dalam kebiasaan menunda pembagian
harta waris ini ada beraneka ragam waktu dari berbulan-bulan sampai yang
bertahun-tahun.

Dari hasil wawancara dari ahli waris masyarakat Desa Sawah
Kecamatan Kampar Utara Kabupaten Kampar, seperti yang dialami oleh ibuk
Wilis, almarhum ayahnya telah meninggal selama 10 tahun namun harta
warisannya belum juga dibagikan sampai saat ini.**

Bukan hanya itu, sama seperti yang dialami oleh bapak Hamsir warisan
ayahnya belum juga dibagikan saat ini, yang mana ayahnya meninggal pada
tahun 2007. Karena harta warisan belum dibagikan hingga saat ini, sehingga
ada salah seorang ahli waris meninggal dunia.*?

Berdasarkan latar belakang diatas maka penulis merasa tertarik untuk
melakukan penelitian lebih mendalam tentang: TINJAUAN HUKUM ISLAM
TERHADAP PENUNDAAN PEMBAGIAN HARTA WARISAN PADA

MASYARAKAT DI DESA SAWAH KEC. KAMPAR UTARA.

Batasan Masalah
Untuk memudahkan dan lebih terarahnya pelaksanaan penelitian ini,

maka penulis perlu membatasi masalah dengan batasan tinjauan hukum islam

1 Wilis, Ahli Waris, Wawancara, Desa Sawah, Tanggal 12 Juni 2021.
2 Wahyu Riski, Ahli Waris, Wawancara, Desa Sawah, Tanggal 14 Juni 2021.
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terhadap penundaan pembagian harta warisan pada masyarakat di Desa Sawah

Kecamatan Kampar Utara 2019-2021.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan masalah-masalah yang telah diungkapkan dalam latar

belakang, maka rumusan masalah yang diteliti adalah:

.

Bagaimana pelaksanaan pembagian harta warisan menurut kebiasaan
masyarakat Desa Sawah Kecamatan Kampar Utara?

Bagaimana dampak dari penundaan pembagian harta warisan di Desa
Sawah Kecamatan Kampar Utara?

Bagaimana tinjauan Hukum Islam terhadap penundaan pembagian harta

warisan?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

L.

Adapun tujuan penelitian ini adalah:
Untuk mengetahui pelaksanaan pembagian harta warisan menurut
kebiasaan masyarakat Desa Sawah Kecamatan Kampar Utara?
Untuk mengetahui dampak dari penundaan pembagian harta warisan di
Desa Sawah Kecamatan Kampar Utara?
Untuk mengetahui tinjauan Hukum Islam terhadap penundaan pembagian

harta warisan?
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Adapun manfaat penelitian ini adalah:
Untuk menambah wawasan penulis tentang permasalahan yang diteliti
Sebagai salah satu sumber informasi untuk penelitian selanjutnya
Sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi pada jurusan Hukum

Keluarga Fakultas Syari’ah dan Hukum



BAB I1

TINJAUAN PUSTAKA

Kerangka Teoritis

5

Pengertian Waris

Kata waris berasal dari bahasa Arab mirast (' «l)). Bentuk

jamaknya adalah mawaris (<2 s«) ,yang berarti harta warisan atau harta
peninggalan mayyit.**

Waris adalah berbagai aturan tentang perpindahan hak milik
seseorang yang telah meninggal dunia kepada ahli warisnya. Dalam istilah
lain, waris disebut juga dengan fara’idh, yang artinya bagian tertentu yang
dibagi menurut agama Islam kepada semua yang berhak menerimanya.**

IImu yang mempelajari warisan disebut figh mawaris disebut juga
ilmu faraid, yang artinya ketentuan-ketentuan bagian ahli waris yang diatur
secara rinci di dalam al-Qur’an. Menurut istilah figh mawaris adalah figih
atau ilmu yang mempelajari tentang siapa orang-orang yang termasuk ahli
waris, siapa yang tidak, berapa bagian-bagiannya dan bagaimana cara
menghitungnya.®™

Secara etimologis mawaris berasal dari bentuk jamak kata mirath,
yang merupakan masadar dari kata waratha, yarithu, wirathatan, wa

mirathan, yang artinya peninggalan. Berpindahnya sesuatu dari

3 Ahmad Warson Munawwir, Al-Munawwir (Kamus Arab-Indonesia), t.t, hal. 165.

14 Beni Ahmad Saebani, Figh Mawaris, (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2019), Cet ke-4,

hal. 13.

> Ahmad Rofig, Figh Mawaris, (Jakart: PT. Raja Grafindo Persada, 1993), hal. 1.

12
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individu/kelompok kepada individu/kelompok lain, sesuatu itu bisa berupa
harta, ilmu, kemuliaan dan sebagiannya. Kata tersebut banyak digunakan
dalam Al-Qur’an dalam bentuk kata kerja, misalnya waratha (QS. Al-
Naml: 16), yang menjelaskan tentang Nabi Sulaiman mewarisi kenabian
Nabi Daud AS. Ayat serupa juga terdapat dalam surat Al-Zumr: 74 tentang
pewarisan bumi terhadap umat manusia dan beberapa ayat lain.’® Kata
waris berasal dari kata waritsa yang bermakna perpindahan harta milik

7 Kata waritsa adalah kata kewarisan yang

atau perpindahan pusaka.
digunakan dalam al-Qur*“an dan memiliki beberapa makna :
a. Mengandung makna “mewarisi atau menerima warisan”, sebagaimana
firman Allah dalam al-Qur“an surah Maryam ayat 6 yang berbunyi :
Gy & 4Ba3T5 St 015 Ge &5
Artinya : “yang akan mewarisi aku dan mewarisi sebahagian keluarga
Ya'qub; dan jadikanlah ia, ya Tuhanku, seorang yang
diridhai”. (QS. Maryam [19] : 6)
b. Mengandung makna “mengganti kedudukan”, sebagaimana firman
Allah dalam al-Qur“an surah an-Naml ayat 16 yang berbunyi :
o 08 e Ugsly il Glaa Gl G0 G 05 5 Gl &5
Sl 2l 5115
Artinya : “Dan Sulaiman telah mewarisi Daud, dan dia berkata: "Hai

Manusia, kami telah diberi pengertian tentang suara burung
dan kami diberi segala sesuatu. Sesungguhnya (semua) ini

' Maimun Nawawi, Pengantar Hukum Kewarisan Islam, (Surabaya: Pustaka Radja,
2016), hal. 3.

7 Hasbiyallah, Belajar Mudah Ilmu Waris, (Bandung : Remaja Rosdakarya, 2007),
hal. 1.



14

benar-benar suatu kurnia yang nyata”. (QS. an-Naml [27] :
16)

Secara terminologi, hukum kewarisan diartikan sebagai hukum
yang mengatur tentang pembagian harta warisan yang ditinggalkan untuk
ahli waris, mengetahui bagian-bagian yang diterima dari peninggalan untuk

setiap ahli waris yang berhak menerimanya.*®

Para ulama ahli faraid banyak yang memberikan definisi tentang
ilmu faraid atau figh mawaris. Walaupun definisi-definisinya secara

redaksi berbeda, namun mempunyai pengertian yang sama:

Muhammad al-Sarbiny mendefiniskan ilmu faraid sebagai berikut:

“Ilmu fiqih yang berkaitan dengan pewarisan, pengetahuan tentang
cara penghitungan yang dapat menyelesaikan pewarisan tersebut,
dan pengetahuan tentang bagian-bagian yang wajib dari harta
peninggalan bagi setiap pemilik hak waris (ahli waris)”.

Hasbi Ash-Shiddieqy mendefinisikan sebagai berikut:

“Ilmu yang mempelajari tentang siapa yang mendapatkan waris dan

siapa yang tidak mendapatkannya, kada}g yang diterima oleh tiap-

tiap ahli waris, dan cara pembagiannya”.
Ali ash Shobuni menjelaskan bahwa pengertian waris adalah
pindahnya hak milik orang yang meninggal dunia kepada ahli warisnya
yang masih hidup, baik yang ditinggalkan itu berupa harta yang bergerak

atau harta yang tidak bergerak ataupun hak-hak menurut hukum syara’.?

8 Ahmad Rofig, Hukum Islam di Indonesia, (Jakarta : RajaGrafindo Persada, 2003),
Cet-6, hal. 355.

9 Suparman Usman dan Yusuf Somawinata, Figih Mawaris (Hukum Kewarisan
Islam), (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2002), Cet. 2, hal. 14.

2 M.Ali Ash-Shobuni, Hukum Waris Dalam Syari’at Islam, Ahli Bahasa M. Sambuji
Yahya, (Bandung: Diponegoro, 1995), hal. 4.
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Menurut, Fukhaha’ kewarisan menurut istilah diartikan dengan

berbagai pendapat, antara lain:

1. Menurut Mazhab (Malikiyah, Hanafiyah, Syafiiyah dan Hanabila)
kewarisan adalah segala yang ditinggalkan oleh simayit baik berupa
harta benda atau hak-hak kebendaan dan non kebendaan.?*

2. Sayid Sabiq mendefenisikan bahwa kewarisan itu adalah sebagai
pindahnya hak milik seseorang yang sudah meninggal kepada ahli

waris yang masih hidup.?

Dari definisi-definisi di atas dapatlah dipahami bahwa IImu faraid
atau figih mawaris adalah ilmu yang membicarakan hal pemindahan harta
peninggalan dari seseorang yang meninggal dunia kepada yang masih
hidup, baik mengenai harta yang ditinggalkannya, orang-orang yang
berhak menerima harta peninggalan tersebut, bagian masing-masing ahli

waris, maupun cara penyelesaian pembagian harta peninggalan itu.?®

2. Dasar dan Sumber Hukum Waris
Dasar dan sumber utama dari hukum islam, sebagai hukum agama
(Islam) adalah nash atau teks yang terdapat dalam Al-Qur’an dan Sunnah

Nabi yang secara langsung mengatur kewarisan itu sebagai berikut:

?! Fathur Rahman, 1lmu Waris, (Bandung: Al-Ma’arif, 1981), hal. 38.

?2 Sayyid Sabig. Terjemahan Figih Sunnah, (Sukarta: Insan Kamil, 2016), Jilid. 111,
hal. 35.

** Suparman Usman dan Yusuf Somawinata, Op.cit, , hal. 15.
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Ayat-ayat Al-Qur’an

Al-Qur*an merupakan landasan bagi hukum waris dan
ketentuan pembagiannya dilengkapi dengan sunnah dan ijma“. Tidak
ada hukum- hukum yang dijelaskan dalam al-Qur‘an secara terperinci,
seperti hukum-hukum waris sebagaimana berikut :

a) Surah An-Nisa’ ayat: 7
OIS &5 S G Ll 6555855 ST &5 S G JR 5
W 52 05308315 oIl 358 Uk G <Ll 6502805
Artinya: “bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta
peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, dan bagi orang
wanita ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan
ibu-bapa dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak
menurut bahagian yang telah ditetapkan”. ( QS. An-

Nisa ayat 7)

Ketentuan dalam ayat diatas, merupakan landasan utama yang
menunjukkan bahwa dalam Islam, baik laki-laki maupun perempuan
sama-sama mempunyai hak waris, dan sekaligus merupakan
pengakuan Islam bahwa perempuan merupakan subjek hukum yang
mempunyai hak dan kewajiban. Tidak demikian halnya pada masa
jahiliyah, dimana wanita dipandang sebagai objek bagaikan benda
biasa yang dapat diwariskan. Sebagai pertanda yang lebih nyata,
bahwa Islam mengakui wanita sebagai subjek hukum, dalam keadaan
tertentu mempunyai hak waris, sedikit ataupun banyak yang telah

dijelaskan dalam beberapa ayat Al-Qur’an.

b) Surah An-Nisa’ ayat: 11
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Al-Quran menegaskan secara jelas tentang ketentuan
bagian ahli waris yang disebut dengan al-furud al-mugaddarah
atau bagian yang telah ditentukan, dan bagian sisa (,,asabah),
serta orang-orang yang tidak termasuk ahli waris, sebagaimana

firman Allah SWT surah an-Nisa*“ ayat 11 yang berbunyi :

Leiia any 0K 4355 Sl 10 d5n ) Cu8 o) 815 e i 48
5 25 a8 55 854 o A o8 354 08 o) @5 e Gudl
G5 5 U s R 581 o G201 0568521 40 58 g A
O AT ) T o iy 3 UE &1 &8 2l 0,08 Y K500 K40

Artinya: “Allah mensyari'atkan bagimu tentang (pembagian pusaka
untuk) anak-anakmu. Yaitu : bahagian seorang anak lelaki
sama dengan bagahian dua orang anak perempuan; dan
jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua, Maka
bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan;
jika anak perempuan itu seorang saja, Maka ia
memperoleh separo harta. dan untuk dua orang ibu-bapa,
bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang
ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak;
jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia
diwarisi oleh ibu-bapanya (saja), Maka ibunya mendapat
sepertiga; jika yang meninggal itu mempunyai beberapa
saudara, Maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-
pembagian tersebut di atas) sesudah dipenuhi wasiat yang
ia buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. (Tentang)
orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui
siapa di antara mereka yang lebih dekat (banyak)
manfaatnya bagimu. ini adalah ketetapan dari Allah.
Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha
Bijaksana”. ( QS. An-Nisa ayat 11)

c) Surah An-Nisa’ ayat: 33
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TG RS O DN PR S PE- 4 O R PR RN T Y
2 s 2l &asie (il &8T5 Il &5 e (e Uas U445

Artinya:

TS S I SN o PN S
gl e S e OB Al ) pgaad

“Bagi tiap-tiap harta peninggalan dari harta yang
ditinggalkan ibu bapak dan karib kerabat, Kami jadikan
pewaris-pewarisnya. dan (jika ada) orang-orang yang
kamu telah bersumpah setia dengan mereka, Maka
berilah kepada mereka bahagiannya. Sesungguhnya
Allah menyaksikan segala sesuatu”. ( QS. An-Nisa ayat
33)

d) Surah An-Nisa’ ayat: 58

of ST G5 L82 135 Wl 0 cadlT 138 of 020 4 ¢

Artinya:

e Lisale SIS A &) By oL Vs &) ARG 5085

“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan
amanat kepada yang berhak menerimanya, dan
(menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara
manusia supaya kamu menetapkan dengan adil.
Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-
baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha
mendengar lagi Maha melihat”. ( QS. An-Nisa ayat 33)

b. Sunnah Nabi

Hadist Nabi Muhammad SAW yang secara langsung mengatur

kewarisan adalah:

Hadist Nabi dari Ibnu Abbas yang diriwayatkan oleh Imam

Bukhari:

giall ;O alus e il sl il e aie Al amy olie o 0o

2 (oAl o) ) S5 day (A5 e (o Lad Lelaly il

hal.181.

2 Al-Bukhori, Shahih Bukhariy, Juz. IV, (Kairo: Daar wa Mathba’ Asy-Sya’biy, tt),
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Artinya: “Berikanlah faraid (bagian-bagian yang ditentukan) itu
kepada yang berhak dan selebihnya berikanlah untuk
laki-laki dari keturunan laki-laki yang terdekat”.

Hadist Nabi dari Jabir ra yang diriwayatkan oleh Imam Abud

Daud:
il A J gy b cnlllad Lol oty Lsl el cila - JB Al de o o s e
Lo 33) Legae 05 g anl o sy e Lot sl 8 a5l (i s i) )
Gy & A ety JB Jle Legdy Y] (eSS Vg Yl Legd gy ald Lagd
il lae) JU8 Legae ) aluy dgle A Jgun )y Cungd Gl yuall 4l il yid
25 (a1 sl o) 5) Sl sed iy La g (puil Lagal Jae ) 5 (pil) amas

Artinya: “Dari Jabir ibnu Abdullah berkata: Janda Sa’ad datang
kepada Rasulullah SAW bersama dua orang anak
perempuannya. Lalu ia berkata: “Yaa Rasulullah, ini dua
orang anak perempuan Sa’ad yang telah gugur secara
syahid bersamamu di Perang Uhud, paman mereka
mengambil harta peninggalan ayah mereka dan tidak
memberikan apa-apa pada mereka. Keduanya tidak bisa
kawin kalau tidak mempunyai harta”. Nabi berkata:
“Allah SWT akan menetapkan hukum dalam kejadian
ini”. Kemudian turun ayat-ayat tentang kewarisan.
Kemudian Nabi memanggil si paman dan berkata:
“Berikanlah dua pertiga untuk dua anak perempuan
Sa’ad, seperdelapan untuk isteri Sa’ad dan selebihnya
ambil untukmu ™.

Hadist Nabi yang diriwayatkan dari Imron bin Husein menurut

riwayat Imam Abu Daud:
S O 0 by ade il Lo ) 3TSAS G aad 03 gI0RE (2
Gl &l e 481 (e Jlad Sl

Artinya: “Dari Umran ibn Husein bahwa seseorang laki-laki
mendatangi Nabi sambil berkata: bahwa anak dari anak

% Abu Daud, Sunanu Abi Daud, Juz. 11, (Kairo: Mustafa Al-Babiy, 152), hal.109.
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laki-laki saya meninggal dunia, apa yang saya dari
harta warisannya. Nabi berkata: “Kamu mendapatkan

» 26

seperenam .
d. Hadist Nabi dari Usamah bin Zaid menurut riwayat Tirmidzi:
S ¥ JE alug adde ) s A G gie dl )y 0 o Al B

2T(sda s o) 5 5) alleall il AL
Artinya: “Dari Usamah bin Zaid bahwa Nabi SAW bersabda:
Seseorang muslim tidak mewarisi harta orang non
muslim dan orang non muslim pun tidak dapat mewarisi
harta orang muslim”.
3. Asas-Asas Hukum Kewarisan Islam

Hukum kewarisan Islam faraidh adalah salah satu bagian dari
keseluruhan hukum Islam yang mengatur peralihan harta dari orang yang
telah meninggal dunia kepada orang (keluarga) yang masih hidup.

Hukum kewarisan Islam mengandung berbagai asas yang
memperlihatkan bentuk karakteristik dari hukum kewarisan Islam itu
sendiri. Asas-asas kewarisan Islam tersebut antara lain:

1. Asasijbari
2. Asas bilateral
3. Asas individual

4. Asas keadilan berimbang

5. Asas semata akibat kematian.?®

% Amir Syarifuddin, Hukum Kewarisan Islam, (Jakarta: Kencana Prenada Media
Grup, 2012), Cet-4, hal. 15.

2T Abu Isa At-Tirmiziy, Al-Jami'u Ash-Shahih, Juz. 1V, (Kairo: Mustafa Al-Babiy,
1938), hal. 432.
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a. Asas ljbari

Dalam hukum Islam peralihan harta dari orang yang telah
meninggal kepada orang yang masih hidup berlaku dengan
sendirinya tanpa usaha dari yang akan meninggal atau kehendak
yang akan menerima. Cara peralihan seperti ini disebut secara
ijbari.

Kata ijbari secara leksikal mengandung arti paksaan
(compulsory), yaitu melakukan sesuatu diluar kehendak sendiri.
Pengertian “wali mujbir” dalam terminology fikih munakahat
(perkawinan) mengandung arti si wali dapat mengawinkan anak
gadisnya di luar kehendak anak gadisnya itu. (Said Sabiqg: 1973,
him. 131). Begitu pula kata ijbari dalam terminology ilmu kalam
mengandung arti paksaan, dengan arti semua perbuatan yang
dilakukan oleh seseorang hamba bukanlah atas kehendak dari
hamba tersebut, tetapi adalah kehendak dan kekuasaan Allah,
sebagaimana yang berlaku menurut aliran kalam Jabariyah (Harun
Nasution: 1974, him. 31).%°

Asas ijbari dalam kewarisan Islam, tidak dalam arti yang
memberatkan ahli waris. Andai kata pewaris mempunyai utang
yang lebih besar dari pada warisan yang ditinggalkannya, ahli

waris tidak dibebani membayar semua utang pewaris itu.

28 Daud Ali, Hukum Islam, llmu Hukum, dan Tata Hukum Islam di Indonesia, (Jakarta:
Raja Grafindo, 1998), hal. 128.
% 1bid.
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Berapapun besar utang pewaris, utang itu hanya akan dibayar
sebesar warisan yang ditinggalkan oleh pewaris tersebut. Kalau
seluruh harta warisan sudah dibayarkan utang, kemudian masih
ada sisa utang, maka ahli waris hendak membayar sisa utang,
pembayaran itu bukan merupakan sesuatu kewajiban yang
diletakkan  oleh  hukum, melainkan karena  dorongan
moralitas/akhlak ahli waris yang baik.*

Asas ijbari diperkenalkan oleh ulama guna menjelaskan
proses intigal al-milkiyah dari milik fardiyah (Muwarits) menjadi
milik ahli waris (terjadi syirkah-amlak dalam hal ahli warisnya
lebih dari dua orang). Secara etimologis, ijbari berasal dari kata
jabar yang diantara artinya adalah terpaksa/paksaan, sedangkan
arti terminologinya adalah perpindahan pemilikan harta dari
Muwaris kepada ahli waris karena ketentuan yang terdapat dalam
Qur’an-Sunnah. Dengan demikian, dalam proses perpindahan
kepemilikan harta tersebut tidak terdapat unsure paksaan terhadap
muwaris, bahkan tidak ada larangan secara ekplisit Qur’an-
Sunnah bagi ahli waris untuk menolak menerima harta warisan
yang bernilai positif (bukan dalam bentuk hutang).**

Apabila dilihat dari segi Hukum Kewarisan KUH Perdata,

tampak perbedaannya, bahwa peralihan harta dari seseorang yang

% Moh. Muhibbin dan Abdul Wahid, Hukum Kewarisan Islam, (Jakarta Timur, Sinar
Grafika, 2017), hal. 24.

¥ Muchit A. Karim, Problematika Hukum Kewarisan Islam Kontemporer di
Indonesia, (Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Kementrian Agama RI, 2012), hal. 101.
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telah meninggal dunia kepada ahli warisnya bergantung pada
kehendak dan kerelaan ahli waris yang bersangkutan. Dalam KUH
Perdata, ahli waris dimungkinkan untuk menolak warisan.
Dimungkinkannya penolakan warisan ini karena jika ahli waris
menerima warisan, ia harus menerima segala konsekuensinya.
Salah satunya adalah melunasi seluruh utang pewaris.*
b. Asas Bilateral

Dalam kamus besar bahasa Indonesia (KBBI) disebutkan
bahwa bilateral berarti prinsip keturunan yang memperhitungkan
hubungan kekerabatan baik melalui pria maupun wanita secara
serentak. Dalam hal pembagian warisan, asas bilateral dimaknai
sebagai proses peralihan harta peninggalan melalui dua jalur, yaitu
melalui jalur keturunan laki-laki dan jalur keturunan perempuan.
Artinya bahwa setiap individu dapat menerima bagian warisan
dari kedua jalur kekerabatan, yaitu garis keturunan kerabat bapak
dan dari garis keturunan kerabat itu.*

Muhammad Ali Daut mengatakan bahwa azas bilateral
dalam hukum kewarisan Islam berarti bahwa seseorang menerima
hak kewarisan dari kedua bela pihak kerabat keturunan laki-laki

dan dari pihak keturunan perempuan.** Prinsip bilateral ini

%2 Rahmat Bugindo, Pembaharuan Hukum Kewarisan Islam di Indonesia, (Bandung:
Citra Aditya Bakti, 1999), hal. 5.
% Maimun Nawawi, Ibid, hal. 43.

* Muhammad Ali Daud, Azas-Azas Hukum Islam, (Jakarta: Raja Wali Pers, 1990),
hal. 126.
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pengaturannya dapat kita lihat dari firman Allah SWT dalam surat
An-Nisa’ ayat 7 yang berbunyi:

A5 S Gl (Ll 58T ST &5 S Guad J8 00

W 50 5408015 )05l @15 G0 Gl oLl 5 5 5358915 130T

Artinya: “Bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta

peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, dan bagi orang

wanita ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan

ibu-bapa dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak

menurut bahagian yang telah ditetapkan”. (QS. An-
Nisa ayat 7).

Ayat diatas menjelaskan bahwa bagi setiap anak laki-laki
atau perempuan dan kerabatnya mempunyai hak bagian dari harta
peninggalan ibuk dan bapaknya, baik sedikit atau banyak menurut

bagian yang telah ditetapkan oleh Allah SWT.

Asas Individual

Hukum Kewarisan Islam juga menganut asas individual.
Artinya bahwa masing-masing ahli waris yang mendapatkan
bagian harta peninggalan pewaris berhak dan berkuasa penuh atas
harta secara individual tanpa terikat dengan ahli waris yang lain.
Ketika seorang ahli waris menerima bagian warisan dari pewaris,
maka seketika itu pula ia secara pribadi berhak atas penguasaan
hartanya. la berhak melakukan atau tidak melakukan apa saja

terhadap harta warisan yang diterima, terkecuali ahli waris yang
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masih anak-anak dan belum mampu untuk mengemban kewajiban
atas pengelolaan hartanya, maka lebih baik tidak diberikan secara
penuh pengelolaannya, meskipun secara hak, ia secara pribadi

memiliki otoritas penuh atas penguasaan hartanya.*
Sebagaimana difirmankan dalam Al-Qur’an Surat An-

Nisa’: 05:

51585 2 U815 Leud 24 875715 s a0l Jas il AT g2 el T 635 Y
lashae V38 2
Artinya: “Dan janganlah kamu serahkan kepada orang-orang
yang belum sempurna akalnya, harta (mereka yang ada
dalam kekuasaanmu) yang dijadikan Allah sebagai pokok
kehidupan. berilah mereka belanja dan pakaian (dari hasil

harta itu) dan ucapkanlah kepada mereka kata-kata yang
baik”. (QS. An-Nisa’: 05)

Dengan memerhatikan bahwa pada satu sisi setiap ahli
waris berhak secara penuh atas harta yang diwarisinya, dan di sisi
lain terdapat ahli waris yang tidak berhak menggunakan harta
sebelum ia dewasa, maka ahli waris yang telah dewasa dapat saja
tidak memberikan harta warisan secara individual kepada ahli
waris yang belum dewasa itu. Dalam kasus seperti ini, saudara
tertua diantara beberapa orang yang bersaudara (yang belum
dewasa) dapat menguasai sendiri harta bersama itu untuk
sementara. Walaupun demikian sifat individualnya harus tetap

diperhatikan dengan mengadakan perhitungan terhadap bagian

** Maimun Nawawi, Op.cit, hal.46.
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masing-masing ahli waris, memelihara harta orang yang belum
pantas mengelola hartanya, kemudian mengembalikan harta itu
saat yang berhak telah cakap menggunakannya. Tidak ada pihak
yang dirugikan dengan cara tersebut sebagaimana yang
dinyatakan oleh Allah SWT dalam surat An-Nisa’ ayat 2.%

Pengertian berhak atas warisan bukan berarti warisan itu
harus dibagi-bagikan. Bisa saja warisan itu dibagi-bagikan asal
dikehendaki oleh ahli waris yang bersangkutan, atau keadaan
menghendakinya. Misalnya, seorang suami meninggal dunia
dengan meninggalkan seorang istri dan anak-anak yang masih
kecil, apa pun alasannya dalam keadaan seperti ini, keadaan
menghendaki warisan tidak dibagi-bagikan. Tdak dibaginya
warisan ini demi kemaslahatan para ahli waris itu sendiri. Yang
lebih penting tidak dibagi-bagikannya warisan itu tidak
menghapuskan hak mewaris para ahli waris yang bersangkutan.

d. Asas Keadilan Berimbang

Kata “adil” merupakan kata bahasa Indonesia yang berasal
dari kata al-‘adlu (J~)). Di dalam Al-Qur’an kata al-adlu atau
turunannya disebutkan lebih dari 28 kali. Sebagian di antaranya
diturunkan Allah dalam bentuk kalimat perintah da sebaian dalam
bentuk kalimat berita. Kata al-adlu itu dikemukakan dalam

konteks yang berbeda dan arah yang berbeda pula, sehingga akan

% Amir Syarifuddin, Op.cit., hal. 25.
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memberikan defenisi yang berbeda sesuai dengan konteks dan
tujuan penggunanya.®’

Kata adil secara terminologi berarti mempersamakan
sesuatu dengan yang lain, baik dari segi nilai maupun dari segi
ukuran, sehingga sesuatu itu menjadi tidak berat sebelah dan tidak
berbeda satu sama lain adil juga berpihak atau berpegang kepada
kebenaran. Keadilan juga dititik beratkan kepada meletakkan
sesuatu pada tempatnya.*®

Asas keadilan berimbang pada prinsipnya tidak
membedakan jenis kelamin, baik laki-laki maupun perempuan.
Mereka mempunyai hak yang sama harta warisan. Hanya saja
dalam segi jumlah terdapat perbedaan, laki-laki mendapat dua kali
bagian perempuan, yang telah ditetapkan dalam Al-qur an oleh
Allah SWT, didalam QS. An-nisa’ ayat 11 :

5B G B3 sl 88 o ST B o SRS 8 AT Kua )
Lo G201 Lgih a5 00 a5 5 Catall (G a5 348 )5 355 G
A G e & AR 455 A5 4 o Al e 354 g8 o) &
G308 R 2500 55 5y omsd Mo 235 e Sl 38853
LeSa e 518 il &) 3T 50 Ay 8 Ui 381 &A1

Artinya:  “Allah mensyari'atkan bagimu tentang (pembagian pusaka
untuk) anak-anakmu. Yaitu : bahagian seorang anak lelaki

sama dengan bagahian dua orang anak perempuan; dan jika

anak itu semuanya perempuan lebih dari dua, Maka bagi
mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan; jika anak

" Amir Syarifuddin, Op.cit., hal. 26.

% Rahman Ritonga, Dkk, Ensiklopedi Hukum Islam, (Jakarta : Ichtiar Baru VVan Hoeve
1996), Jilid. 1, hal. 25.
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perempuan itu seorang saja, Maka ia memperoleh separo
harta. dan untuk dua orang ibu-bapa, bagi masing-
masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika
yang meninggal itu mempunyai anak; jika orang yang
meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu-
bapanya (saja), Maka ibunya mendapat sepertiga; jika yang
meninggal itu mempunyai beberapa saudara, Maka ibunya
mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut di
atas) sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau (dan)
sesudah dibayar hutangnya. (Tentang) orang tuamu dan
anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka
yang lebih dekat (banyak) manfaatnya bagimu. ini adalah
ketetapan dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui
lagi Maha Bijaksana”. (QS. An-Nisa ayat: 11).

Jadi bila dilihat dari bagian yang diterima dalam warisan
mungkin terdapat ketidak samaan, karena keadilan tidak hanya
ditentukan pada jumlah penerimaan hak, tetapi dikaitkan dengan
kebutuhan. Secara umum seorang laki-laki membutuhkan materi
yang lebih banyak dari perempuan, karena laki-laki memikul
kewajiban menafkahi baik dirinya, istrinya, anak-anaknya,
maupun keluarganya, seperti ayah, ibu dan kerabat lainnya.
Aturan ini ditegaskan dalam al-Qur*an surah an-Nisa™ ayat 34
yang berbunyi :

2ol sal B 1sil Uy (s o 24ty i O Wy AT e 5058 D50
Artinya: “kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh
karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki)
atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-
laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka.(QS. An-

Nisa ayat: 34).
Dari ayat tersebut di atas menunjukan bahwa harta warisan

yang diperoleh kaum laki-laki lebih banyak dari kaum perempuan.
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Dengan demikan terlihat adanya keseimbangan dalam kewarisan
Islam antara hak yang harus diterima dengan tanggung jawab
yang harus ditunaikan oleh seseorang laki-laki.
e. Asas Semata Akibat Kematian

Hukum Islam menetapkan bahwa peralihan harta
seseorang kepada orang lain dengan menggunakan istilah
kewarisan hanya berlaku setelah yang mempunyai harta
meninggal dunia. Asas ini berarti bahwa harta seseorang tidak
dapat beralih kepada orang lain (keluarga) dengan nama waris
selama yang mempunyai harta masih hidup. Juga berarti bahwa
segala bentuk peralihan harta seseorang yang masih hidup baik
secara langsung maupun terlaksana setelah ia meninggal dunia,
tidak termasuk ke dalam istilah “kewarisan” menurut hukum
islam.*®

Asas kewarisan akibat kematian ini mempunyai kaitan erat
dengan asas ijbari yang disebutkan sebelumnya. Pada hakikatnya,
seseorang yang telah memenuhi syarat sebagai subjek hukum
dapat menggunakan hartanya secara penuh untuk memenuhi
keinginan dan kebutuhan sepanjang hayatnya. Namun setelah
meninggal dunia ia tidak lagi memiliki kebebasan tersebut.

Kalaupun ada, maka pengaturan koridor maksimal sepertiga dari

39 Moh. Muhibbin dan Abdul Wahid, Ibid,. hal. 28.
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hartanya, dilakukan setelah kematiannya, dan tidak disebut
dengan istilah kewarisan.
Asas kewarisan akibat kematian ini dapat digali dari

penggunaan kata-kata waratsa (<_s), yang banyak terdapat dalam

Al-Qur’an. Kata waratsa ditemukan beberapa kali digunakan
dalam ayat-ayat kewarisan. Dari keseluruhan pemakaian kata itu
terlinat bahwa peralihan harta berlaku setelah yang mempunyai
harta itu meninggal dunia. Makna terakhir ini akan lebih jelas bila
semua kata waratsa yang terdapat dalam ayat-ayat kewarisan
dianalisis dan dihubungkan dengan kata waratsa yang terdapat di
luar ayat-ayat kewarisan kata ini cukup banyak digunakan dalam
Al-Qur’an baik dalam pengertian sebenarnya atau tidak.*
Surat Al-Bagarah ayat 233:
&%Jh‘ (e ca) 5l e s
“.... Terhadap pewaris seperti itu pula.....”
Surat An-Nisa’ ayat 11:
5 A 55
“.... Pewarisnya adalah ibu bapaknya....”
Surat An-Nisa’ ayat 12:
{8 1y 045 58 s

“.... Jika laki-laki yang diwarisi itu adalah punah....”

* Amir Syarifuddin, Op.cit., hal. 31.
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Surat An-Nisa’ ayat 19:
de o o %o 2 oo F sca <
WS Ll 155 5 ol a1 dag Y
“ Tidak halal bagimu mewarisi perempuan itu secara

paksa....°

Surat Maryam ayat 6:

Lo I8

Sosing Jls e &5
“.... la mewarisiku dan mewarisi keluarga Ya kub... e
Penggunaan kata-kata waratsa pada penggalan ayat di atas
menunjukkan bahwa orang atau kaum generasi itu telah berlaku
dan telah tiada. Dengan demikian, dapat dipahami bahwa
peralihan sesuatu dari yang mewariskan kepada yang menerima
waris berlaku setelah yang mewariskan tidak ada lagi.
Syarat dan Rukun Kewarisan
Untuk membuktikan waris, ada beberapa syarat yang harus
dipenuhi dalam pembagian warisan. Dan syarat-syarat tersebut mengikuti
rukun, dan sebagiannya berdiri sendiri, adapun rukun pembagian warisan
ada tiga yaitu sebagai berikut :
1) Al-Muwarris, yaitu orang yang hartanya dipindahkan kepada orang
lain atau orang yang mewariskan hartanya. Syaratnya adalah al-
muwarris harus telah meninggal dunia, baik meninggal dunianya

secara hakiki yaitu kematian seseorang yang dapat diketahui secara riil

tanpa harus melalui pembuktian atau lainnya, atau kematian secara

** Moh. Muhibbin dan Abdul Wahid, Op.cit,. hal. 29
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hukmi yaitu suatu kematian yang dinyatakan oleh keputusan hakim
atas dasar beberapa sebab (seperti, kasus al-mafqud, yaitu seseorang
yang dianggap telah hilang), maupun kematian secara taqdiri yaitu
suatu kematian yang semata-mata berdasarkan dugaan, anggapan dan
perkiraan yang sangat kuat (seperti, seseorang yang pergi ke medan
perang dan tidak pernah kembali lagi).

2) Al-Waris, yaitu ahli waris yang dinyatakan mempunyai hubungan
kekerabatan baik karena nasab (darah), mushaharah (perkawinan)
maupun karena memerdekakan budak. Syaratnya bahwa al-waris (ahli
waris) masih hidup pada saat terjadinya kematian al-muwarris, dan
diantara al-muwarris dan al-waris tidak ada halangan untuk saling
mewarisi.*

Syaratnya pada saat meninggalnya al-muwarrits, ahli waris
benar-benar dalam keadaan hidup. Termasuk dalam hal ini adalah bayi
yang masih berada dalam kandungan (al-haml). Meskipun masih
berupa janin, apabila dapat dipastikan hidup, maka bagi si janin
tersebut berhak mendapatkan warisan. Untuk itu perlu diketahui (batas
minimal) dan atau paling lama (batas maksimal) usia kandungan. Ini
dimaksudkan untuk mengetahui kepada siapa janin tersebut akan
dinasabkan.

Ada syarat lain yang harus dipenuhi, yaitu bahwa di antara al-

muwarrits dan al-warits tidak ada halangan untuk saling mewarisi

*2 Ade Fariz Fahrullah, Konsep Kewarisan Dalam Islam, (Pekanbaru: Cahaya Firdaus,
2019), hal. 21.
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(mawani® al-irts). Harus dinyatakan apakah ia sebagai saudara
kandung, seayah atau seibu mereka masing-masing mempunyai
hukum bagian, ada yang menerima bagian karena ahlul furudh, ada
karena ashabah, ada yang terhalang hingga tidak mendapatkan warisan
(mahjub), serta ada yang tidak terhalang.*®
3) Al-Maurus, yaitu harta peninggalan al-muwarris setelah dikurangi
untuk biaya penyelenggaran jenazah, membayarkan hutang al-
muwarris, dan pelaksanaan wasiat al-muwarris (jika ada).
5. Sebab Menerima Kewarisan
Dalam hukum Islam, sebab-sebab untuk dapat menerima warisan
ada tiga, yakni kekerabatan, hubungan perkawinan dan kekuasaan (al-
wala”) :
1) Karena hubungan kekerabatan atau hubungan nasab.
Seperti kedua orang tua (ibu-bapak), anak, cucu, dan saudara,
serta paman dan bibi. Singkatnya adalah kedua orang tua, anak, dan

orang yang bernasab dengan mereka. Sesuai dengan firman Allah SWT:

a3 bl Ta /;IQQ:A;’/Q sob e s L sal e 0 A L Bl
pla DYT 151505 a%ae Sl gla 38ai T saga 5 5 alh 5 2 e Tsiale Gadll
e 25 Ul §) S S b (i I 2l

Artinya: “Dan orang-orang yang beriman sesudah itu kemudian
berhijrah serta berijtihad bersamamu maka orang-orang
itu termasuk golonganmu (juga). Orang-orang Yyang
mempunyai hubungan kerabat itu sebagiannya lebih
berhak terhadap sesamanya (daripada yang buka kerabat)

* Muhammad Ajib, Figih Hibah & Waris, (Jakarta Selatan : Rumah Figih Publishing,
2019), hal. 47.
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didalam kitab Allah. Sesungguhnya Allah maha
mengetahui segala sesuatu”(QS. Al- Anfal [8]: 75).

Kekerabatan artinya adanya hubungan nasab antara orang yang
mewarisi dengan orang yang diwarisi disebabkan oleh Kkelahiran.
Kekerabatan merupakan unsur kausalitas adanya seseorang yang tidak
dapat dihilangkan begitu saja.

Ditinjau dari garis yang menghubungkan nasab antara yang
diwarisi dengan yang mewarisi, kerabat juga digolongkan menjadi tiga
(3), yaitu:

1. Furu’, yaitu anak turun (cabang) dari si pewaris.

2. Ushul, yaitu leluhur (pokok) yang menyebabkan adanya si pewaris.

3. Hawasyi, yaitu keluarga yang dihubungkan dengan si pewaris
melalui garis menyamping, seperti saudara, bibi, dan anak
turunannya tanpa membedakan-bedakan antara laki-laki dan
perempuan.**

Karena hubungan perkawinan

Perkawinan yang menyebabkan dapat mewarisi memerlukan dua
Syarat, yaitu:

1. Akad nikah itu sah menurut syari’at Islam, baik keduanya telah
berkumpul maupun belum.
2. lkatan perkawinan antara suami-isteri itu masih utuh atau masih

dianggap utuh.

29.

* Akhmad Haries, Hukum Kewarisan Islam, (Samarinda: Ar-Ruzz Media, 2019), hal.
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Adapun yang menjadi dasar hukum bahwa hubungan pernikahan
itu salah satu sebab yang menjadikan suami atau isteri untuk
mendapatkan warisan ketika salah seorang dari keduanya meninggal

dunia adalah firman Allah SWT berbunyi:

y0 A% AF - FaF o4z T PR PO R R PN SN DL
ol a8l Ay Bl G e My Ged 85 Al o) 8855 A e calad 381

S L a22-iqe ssdg a7 Tao oafT. o s ws - a- f  S2.7.3
&l O 3858 e @il Gels 03 3l e G Aaas a0 (s (85 L

Jea PR 5 ] )3;:‘." N T I BTV~ .:-CL.’,_\”‘.)‘,
Osmasi dnay 20y e 2S5 Lea Gaill Ggla Al 381 GIS gla a5 asd oK)

a5 OB Al 51 21405 31530 S A1 G 38 085 O o5 688 51 e
Lumy 35 G S (3 S50 208 A8 e SR TS i Gl gl
as 2de w5 B 53 Hhmy Slal 52 0 5l g (s
Artinya: “Dan bagimu (suami-suami) seperdua dari harta yang
ditinggalkan oleh isteri-isterimu, jika mereka tidak
mempunyai anak. jika isteri-isterimu itu mempunyai anak,
Maka kamu mendapat seperempat dari harta yang
ditinggalkannya sesudah dipenuhi wasiat yang mereka
buat atau (dan) seduah dibayar hutangnya. Para isteri
memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika
kamu tidak mempunyai anak. jika kamu mempunyai anak,
Maka Para isteri memperoleh seperdelapan dari harta
yang kamu tinggalkan sesudah dipenuhi wasiat yang
kamu buat atau (dan) sesudah dibayar hutang-hutangmu.
jika seseorang mati, baik laki-laki maupun perempuan
yang tidak meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan
anak, tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki (seibu
saja) atau seorang saudara perempuan (seibu saja),
Maka bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu
seperenam harta. tetapi jika saudara-saudara seibu itu
lebih dari seorang, Maka mereka bersekutu dalam yang
sepertiga itu, sesudah dipenuhi wasiat yang dibuat
olehnya atau sesudah dibayar hutangnya dengan tidak
memberi mudharat (kepada ahli waris). (Allah
menetapkan yang demikian itu sebagai) syari‘at yang
benar-benar dari Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi

Maha Penyantun ”(QS. An- Nisa’ [4]: 12).

3) Al-wala’, yaitu kekerabatan karena sebab hukum. Disebut juga wala’

al-itqi dan wala’ an-ni’'mah. Penyebabnya adalah kenikmatan
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pembebasan budak yang dilakukan seseorang. Dalam hal ini, orang
yang membebaskannya mendapat kenikmatan berupa kekerabatan
(ikatan) yang dinamakan wala’ al-itgi. Orang yang membebaskan budak
berarti telah mengembalikan kebebasan dan jati diri seseorang sebagai
manusia. Oleh karena itu, Allah SWT menganugerahkan kepadanya hak
mewarisi terhadap budak yang dibebaskan bila budak itu tidak memiliki
ahli waris yang hakiki, baik karena ada kekerabatan (nasab) ataupun ada

tali pernikahan.®

6. Faktor Penghalang Waris Menurut Hukum Islam

Halangan untuk menerima warisan atau disebut dengan mawaris’al-

irs, adalah hal-hal yang menyebabkan gugurnya hak ahli waris untuk

menerima warisan dari harta peninggalan al-muwarris. Hal-hal yang dapat

menghalangi tersebut yang disepakati para ulama ada tiga, yaitu:

1.

2.

Pembunuhan (al-gatl)
Berlainan agama (ikhtilaf al-din)
Perbudakan (al- ‘abd).
1. Pembunuhan
Pembunuhan yang dilakukan oleh ahli waris terhadap al-
muwarrits, menyebabkannya tidak dapat mewarisi
hartapeninggalan yang diwarisi. Adapun dasar hukum yang

melarang ahli waris membunuh untuk mewarisi harta peninggalan

“5 Beni Ahmad Saebani, Ibid, hal. 110.
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si mayit adalah sabda Rasulullah, di antaranya adalah riwayat

Ahmad dari ibn ‘Abbas :
RS AT A @J\ s Gyl a) e A G & i Gl
Al (e -l J8 J8 e ol Ge Ba fe e 30 s)e 55 3150
oally OIS &5 8% &1y Al o a1 ) (4 436 S 8 () —alus e
(e JIE Gl 1o el s e lam B Py G el
(‘_‘,_qa.d\ b‘j‘))

Artinya: “Abu Bakar ibn al-Harith al-Faqih memberitahu kami, Abu
Sheikh Asbahani memberitahu kami, Mohammed bin jaafar
memberitahu kami Abbas ibn Yazid memberitahu kami Abdul
Razzaq memberitahu kami Muammar dari Abdul Razzaq dan
dia amru barqi dari ikrimah dari Abbas berkata “Rasulullah
saw bersabda : “Barang siapa membunuh seorang korban,
maka sesungguhnya ia tidak dapat mewarisinya, walaupun
korban tidak mempunyai ahli waris selain dirinya sendiri.
(begitu juga) walaupun korban itu adalah orang tuanya atau
anaknya sendiri. “Maka bagi pembunuh tidak berhak
menerima warisan.” (HR. Al- Baihaqi)

Persoalannya, mengingat banyaknya jenis dan macam-
macam pembunuhan, maka pembunuhan mana sajakah yang benar-
benar dapat menghalangi seseorang untuk mendapatkan harta
warisan. Dalam hal ini 4 (empat) mazhab besar berbeda pendapat.

Mazhab Hanafiyah berpendapat bahwa pembunuhan yang
menjadi  penghalang seseorang menerim  warisan adalah
pembunuhan yang bersanksi qishash atau kaffarah, vyaitu

pembunuhan sengaja, mirip sengaja, khilaf, dan pembunuhan yang

% Abu Bakar Ahmad bin al-Husaini bin Ali al-Baihagi, As-Sunan al-Kubra, (Beirut :
Dar al Fikr, 1925), juz. 10, hal. 220
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dianggap khilaf.*’ Adapun pembunuhan yang tidak menyebabkan

seseorang terhalang memperoleh harta warisan adalah:

a. Pembunuhan tidak langsung, seperti seseorang yang menggali
lubang ditengah jalan yang bukan miliknya kemudian salah
keluarganya melintas dan terperosok kedalam lubangnya hingga
tewas.

b. Pembunuhan karena hak, seperti algojo yang diserahi tugas
hukum mati terhukum.

c. Pembunuhan yang dilakukan oleh orang yang tidak cakap
melakukan perbuatan hukum, seperti pembunuhan oleh anak
kecil dan atau orang gila.

d. Pembunuhan karena ‘uzur, seperti pembunuhan yang dilakukan
karena membela diri.

Mazhab malikiyah berpendapat bahwa pembunuhan yang
menjadi penghalang seseorag menerima harta warisan adalah
pembunuhan sengaja, mirip sengaja, dan pembunuhan tidak
langsung yang sengaja. Sedangkan pembunuhan yang tidak
menghalangi  seseorang memperoleh harta warisan adalah
pembunuhan karena khilaf, pembunuhan yang dilakukan oleh orang

yang tidak cakap melakukan perbuatan hukum, pembunuhan yang

" Abd Al-Qadir ‘Audah, Al-Tasyri’ Al-Jina’iy Al-lslamy, (Mesir: Dar Al-Fikr Al-
‘Araby, tth). Juz 1, hal. 84.
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dilakukan karena hak atau tugas, dan pembunuhan karena ‘uzur
untuk membela diri.*®

Mazhab Syafi’iyah berpendapat bahwa semua jenis dan
macam pembunuhan dapat menghalangi seseorang memperolah
bagian warisan, baik dilakukannya secara langsung maupun tidak,
secara hak atau tidak, disengaja maupun tidak disengaja.
Sehinggah, jika ada seseorang algojo yang membunuh saudaranya
secara hak dapat menyebabkan terhalangnya algojo tersebut
memperoleh bagian harta warisan dari saudaranya yang dibunuh
secara hak tersebut, karena yang dilihat bukan jenis dan macam
pembunuhan tetapi tindakan pembunuhan itulah menyebabkan
seseorang terhalang mendapatkan harta warisan orang yang
dibunuhnya.

Mazhab Hambaliyah berpendapat bahwa pembunuhan yang
menjadi penghalang mewarisi adalah pembunuhan yang dilakukan
tanpa alasan yang hak, yaitu pembunuhan yang dikenakan sanksi
gishash, kaffarah, dan diyat. Pembunuhan tersebut seperti:
pembunuhan sengaja, pembunuhan mirip sengaja, pembunuhan
yang dianggap khilaf, pembunuhan khilaf, pembunuhan tidak
langsung, dan pembunuhan yang dilakukan oleh orang yang tidak
cakap melakukan perbuatan hukum.*®

2. Berlainan agama

*® Ahmad Rofig, Op.cit., hal. 33.

9 Ade Fariz Fahrullah, Ibid., hal. 27.
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Perbedaan agama menjadi salah satu penyebab tidak saling
mewarisi antara pewaris dan ahli warisnya. Dalam hal ini sudah
disepakati oleh para ulama’ terutama ulama’ mazhab yang empat.
Maka orang muslim tidak dapat mewarisi harta orang kafir, dan
begitu juga sebaliknya, baik karena hubungan kerabat maupun
hubungan perkawinan. Kesepakatan ulama’ tersebut dibangun

berdasarkan beberapa hadist Nabi SAW:
Gh s (R G G G BB e G R A G e fesle ST RS
slg adle s JBa - B0 G Wgie ) sy — a5 o Rl g i
dale B3 815, (ALl DAY 5 KD ALl & 3 Y ) JE -
Artinya: “Telah menceritakan kepada kami Abu ‘Ashim dari 1bn
Juraij dari 1bnu Syihab dari Ali bin Husain dari Amru bin
Utsman dari Usamah bin Zaid RA, Nabi SAW bersabda:
“Orang muslim tidak mewarisi orang kafir, dan orang
kafir tidak mewarisi orang muslim”.*°(HR. Ibnu Majah).
Pandangan yang paling rajih adalah yang menyatakan tidak
saling mewarisi antara muslim dan kafir dan sebaliknya antara kafir
dan muslim, sedangkan antara yahudi dan nasrani dapat saling
mewarisi, karena keduanya kafir. Allah SWT berfirman dalam surat
Yunus ayat 32:
E 2 ﬁ,i‘l, s T oW e - /%JA ) Ey [ xl,
O 8 nai o JLall V) 8all 325 1alkd Gall A3 auf Asln
Artinya: “Maka (Zat yang demikian) Itulah Allah Tuhan kamu yang
sebenarnya; Maka tidak ada sesudah kebenaran itu,

melainkan  kesesatan. Maka Bagaimanakah kamu
dipalingkan (dari kebenaran)”? (QS. Yunus[10]: 32)

%0 Maimun Nawawi, Ibid., hal. 112.
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Sebagian ulama berpendapat bahwa murtad merupakan
penggugur hak mewarisi, yakni orang yang telah keluar dari Islam.
Berdasarkan ijma’ para ulama, murtad termasuk dalam kategori
perbedaan agama sehingga orang murtad tidak dapat mewarisi
orang Islam. Adapun hak waris seseorang kerabatnya murtad,
terjadi perbedaan pendapat. Jumhur fuqaha (Malikiyah, Syafi’iyah,
dan Hambaliyah yang sahih) berpendapat bahwa orang muslim
tidak boleh menerima warisan dari orang yang murtad karena orang
muslim tidak mewariskan kepada orang kafir, dan orang yang
murtad tergolong orang kafir.>

Selain itu, Nabi SAW sendiri mempraktikkan pembagian
warisan dimana perbedaan agama dapat menjadi penghalang untuk
saling mewarisi. Ketika paman beliau, Abu Thalib (orang yang
sangat berjasa dalam perjuangan dakwa Nabi SAW) meninggal
sebelum masuk Islam, oleh Nabi SAW hartanya hanya dibagikan
kepada anak-anaknya yang masih kafir yaitu ‘Uqail dan Thalib.
Sedangkan anak-anaknya yang telah masuk Islam, yaitu Ali dan
Ja’far tidak diberikan bagian warisan oleh Nabi SAW.

3. Perbudakan
Terhalangnya seorang budak memperoleh harta warisan

bukan karena status kemanusiaannya, tetapi lebih disebabkan ole

°1 Beni Ahmad Saebani, Ibid., hal. 118.

*2 Ahmad Rofig, Op. Cit., hal. 36
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status formalnya sebagai seorang budak yang dianggap tidak cakap

melakukan perbuatan hukum.®® Hal ini didasarkan pada firman

Allah SWT:

Artinya: “Allah membuat perumpamaan dengan seorang hamba

sahaya yang dimiliki yang tidak dapat bertindak terhadap
sesuatupun.... (QS. Al-Nahl[16]: 75)
7. Ahli Waris dan Bagiannya

Ahli waris adalah orang-orang yang berhak memperoleh harta
warisan dari orang yang meninggal dunia. Apabila dilihat dari hubungan
kekerabatannya, ahli waris dapat dibedakan kepada: ahli waris nasabiyah,
yaitu ahli waris yang hubungan kekerabatannya karena hubungan darah,
dan ahli waris sababiyah, yaitu ahli waris hubungan kekerabatannya
karena sebab perkawinan (al-mushaharah).>*

Dalam sistem warisan, ahli waris ini ada beberapa golongan, yaitu
ahli waris ashabul furudh dan ahli waris ashobah. Ahli waris ashabul
furudh adalah ahli waris yang mendapat bagian tertentu yang telah
ditetapkan dengan pasti oleh nash dan ijma’ para ulama.>® Sedangkan ahli
waris ashobah adalah ahli waris yang menerima bagian sisa setelah harta

warisan dibagikan kepada ahli waris ashabul furudh.

1. Ahli Waris Ashabul Furudh dan Bagian-Bagiannya

>3 Ade Fariz Fahrullah, Op.Cit., hal. 29
> Ade Fariz, Figh Mawaris, (Pekanbaru: Suska Press), hal, 27
*® Fathur Rahman, Op.cit, hal. 34.

*® Ade Fariz, Op.cit, hal. 27.
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Ahli waris ashabul furudh ini dapat dibedakan menjadi dua
bagian, yaitu Ashabul Furudh Nasabiyah dan Ashabul Furud
Sababiyah. Ashabul Furudh Nasabiyah adalah orang yang berhak
menerima harta warisan dikarenakan adanya hubungan keturunan
dengan orang yang meninggal dunia, yaitu selain suami atau isteri.
Sedangkan Ashabul Furud Sababiyah adalah orang yang berhak
menerima harta warisan dikarenakan adanya suatu sebab yaitu sebab
perkawinan dengan orang yang meninggal dunia mereka ini terdiri dari
suami atau isteri.>’

Ahli waris ashabul furudh ini terbagi kepada 12 orang, yang

terdiri dari 8 orang perempuan dan 4 orang laki-laki, mereka itu

adalah:

1. Anak laki-laki
2. Ayah

3. Kakek

4. Saudara laki-laki seibu

5. Suami

6. Isteri

7. Anak perempuan

8. Cucu perempuan

9. Saudara perempuan kandung

10. Saudara perempuan seayah

>’ Fathur Rahman, Op.cit, hal. 116.
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11. Saudara perempuan seibu
12. lbu
13. Nenek *®
1) Ayah
Ayah mendapatkan pembagian 1/6 jika ia bersama
anak laki-laki, mendapatkan 1/6 dan sisa jika ia bersama anak
perempuan atau cucu perempuan dan mendapatkan sisa jika
tidak ada anak atau cucu.*
2) Suami
Suami menerima harta warisan ada dua kemungkinan,
yaitu % jika tidak mempunyai anak atau cucu, dan ¥ jika
mempunyai anak atau cucu. Ketentuan ini berdasarkan surat
An-Nisa’ ayat 12:
K8 5 G g8 o 35 Gl o f o) R8T @ G Gt K
R e 0
Artinya: “Dan bagimu (suami-suami) seperdua dari harta
yang ditinggalkan oleh isteri-isterimu, jika mereka
tidak mempunyai anak. jika isteri-isterimu itu
mempunyai anak, Maka kamu mendapat seperempat
dari harta yang ditinggalkan”. (QS, An-Nisa’[4]: 12).

3) Kakek

%8 Hashi As-Shidiqqi, Fighul Waris, (Jakarta: Bulan Bintang, 1972), hal. 74.

>° Fathur Rahman, Op.cit, hal. 258-259.
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Ketentuan jatah kakek sebenarnya tidak jauh dengan
ayah, karena kedudukan kakek adalah sebagai pengganti ayah
jika ayah tidak ada. Maka kakek mendapatkan 1/6 jika
bersamaan dengan cucu atau anak laki-laki

4) Saudara laki-laki dan perempuan seibu

Masing-masing mendapat 1/6 jika tidak ada ayah,
kakek atau cucu. Sebagaimana yang dikatakan dalam surat
An-Nisa’ ayat 12:

5 Gl g8 o8 35 &l i o o BT @5 G Gl K55
Los 501 G5 G35 3 T Copomsd By o i (R L 501 8

P R B B A B A I f oz U ST RPN~ -
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Artinya: “Jika seseorang mati, baik laki-laki maupun
perempuan yang tidak meninggalkan ayah dan tidak
meninggalkan anak, tetapi mempunyai seorang
saudara laki-laki (seibu saja) atau seorang saudara
perempuan (seibu saja), Maka bagi masing-masing
dari kedua jenis saudara itu seperenam harta”. (QS.
An-Nisa’[4]: 12)
Kemudian saudara seibu baik laki-laki maupun

perempuan mendapatkan 1/3 jika ia dua orang atau lebih

ketika tidak ada kakek, ayah, anak serta cucu, sebagaimana

yang dikatakan dalam surat An-Nisa’ ayat 12 yang berbunyi:

&Eﬁi@éi&;ﬁ:;@jﬂjwﬁiiﬁso@
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Artinya: “Tetapi jika saudara-saudara seibu itu lebih dari
seorang, Maka mereka bersekutu dalam yang sepertiga
itu”. (QS. An-Nisa’[4]: 12)
5) lIsteri
Isteri mendapatkan % jika yang tidak mempunyai anak
atau cucu, dan mendapatkan 1/8 jika mempunyai anak atau
cucu. Sebagaimana yang dikatakan dalam surat An-Nisa’ ayat
12 yang berbunyi:
AT GaB 55 2 & s 35 2 o&5 & o) 255 G @4 8

Artinya: “Para isteri memperoleh seperempat harta yang
kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak.
jika kamu mempunyai anak, Maka Para isteri
memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu
tinggalkan”. (QS. An-Nisa’[4]: 12)

6) Anak perempuan
Anak perempuan mendapatkan % dari yang
ditinggalkan, jika pewaris tidak mempunyai anak laki-laki,

dan jika dia dua orang atau lebih maka dia mendapatkan 2/3.

Sebagaimana yang dikatakan dalam surat An-Nisa’ ayat 11

yang berbunyi:

Caali gl i 248 o5 85 o il 408 (A G538 51 0

Artinya: “Jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua,
Maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang
ditinggalkan; jika anak perempuan itu seorang saja,
Maka ia memperoleh separo harta”. (QS. An-Nisa’

ayat 11).

7) Cucu perempuan
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Cucu perempuan mendapatkan %2 dari harta yang

ditinggalkan jika pewaris tidak mempunyai anak laki-laki dan
anak perempuan, bila dia dua orang atau lebih maka dia
mendapat 2/3 dari harta yang ditinggalkan.

Saudara perempuan kandung

Saudara perempuan kandung mendapat ¥z jika seorang

saja, apabila pewaris tidak mempunyai anak, cucu, ayah dan
tidak ada pula yang menariknya sebagai asobah, dan
mendapatkan 2/3 jika dia dua orang atau lebih, sebagaimana

yang dikatakan dalam surat An-Nisa’ ayat 176:

0245 35 40 Gl Gl 13780 o) AT o 2Kl AT 6 ot iy

(o]
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Artinya: “Mereka meminta fatwa kepadamu (tentang kalalah).

Katakanlah: "Allah memberi fatwa kepadamu tentang
kalalah (yaitu): jika seorang meninggal dunia, dan ia
tidak mempunyai anak dan mempunyai saudara
perempuan, Maka bagi saudaranya yang perempuan
itu seperdua dari harta yang ditinggalkannya, dan
saudaranya yang laki-laki mempusakai (seluruh harta
saudara perempuan), jika ia tidak mempunyai anak;
tetapi jika saudara perempuan itu dua orang, Maka
bagi keduanya dua pertiga dari harta yang
ditinggalkan oleh yang meninggal. dan jika mereka
(ahli waris itu terdiri dari) saudara-saudara laki dan
perempuan, Maka bahagian seorang saudara laki-laki
sebanyak bahagian dua orang saudara perempuan.
Allah menerangkan (hukum ini) kepadamu, supaya
kamu tidak sesat. dan Allah Maha mengetahui segala
sesuatu”. (QS. An-Nisa’[4]: 176)
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9) Saudara perempuan seayah
Saudara perempuan seayah mendapatkan % jika dia
seorang saja, dan mendapatkan 2/3 jika dia dua orang atau
lebih dan mendapatkan 1/6 jika yang meninggal tidak
mempunyai anak, cucu, ayah, kakek, saudara laki-laki
kandung, dan saudara laki-laki seayah.
10) lbu
Ibu mendapatkan 1/6 jika ia bersama dengan anak atau
cucu, atau bila bersama dengan dua orang saudara atau lebih
dan mendapatkan 1/3 sisa bila ia bersama dengan ayah, suami
dan isteri. Sebagaimana dikatakan dalam surat An-Nisa’ ayat
11 yang berbunyi:

Lo X 2 :g.}?" wf:;,,; sq - - =% . 4a% A 2
43 55a) A IS Gla Gl 4l 8 53l A5 55 5 A o8 Al ol

Artinya: “Jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak
dan ia diwarisi oleh ibu-bapanya (saja), Maka ibunya
mendapat sepertiga; jika yang meninggal itu
mempunyai beberapa saudara, Maka ibunya mendapat
seperenam”. (QS. An-Nisa’[4]: 11)

11) Nenek
Nenek mendapatkan 1/6 jika tidak ada ibu.
Ahli Waris Ashobah
Sebagaimana telah dikemukakan diatas, bahwa ahli waris
ashabah adalah ahli waris yang memperoleh jatah yang tidak tertentu,

karena ia dapat menghabiskan sisa harta dari ashabul furudh.
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Ashabah terbagi kepada tiga yaitu:

1. Ashabah binafsi yaitu ahli waris laki-laki yang menerima sisa atau
menghabisi harta pusaka tanpa ada perempuan.

2. Ashabah bil ghairi vyaitu ahli waris perempuan yang
membutuhkan ahli waris laki-laki secara bersama-sama menjadi
ahli waris ashabah.

3. Ashabah ma’al ghairi yaitu ahli waris perempuan yang
membutuhkan perempuan lainnya menjadi ashabah.®

8. Hak dan Kewajiban Ahli Waris

Harta warisan adalah harta bawaan ditambah harta bagian dari harta
bersama setelah digunakan untuk keperluan pewaris selama sakit sampai
meninggalnya, biaya pengurusan jenazah, pembayaran hutang dan
pemberian untuk kerabat.” Hak dan harta benda yang diwariskan itu
sebelum dibagi kepada ahli waris, hendaklah dilakukan beberapa hal
berikut:
1) Biaya Penyelenggaraan Jenazah (tajhiz al-janazah)

Perawatan jenazah yanng dimaksudkan disini meliputi
seluruh biaya yang dikeluarkan sejak orang tersebut meninggal dunia,
dari biaya memandikan, mengafani, mengantar (mengusung) jenazah
dan menguburkannya. Besarnya biaya tidak boleh terlalu besar dan

juga tidk boleh terlalu kurang, tetapi dilaksankan secara wajar.

8 Al Hasan, Al Faraidh, (Surabaya: Pustaka Progresif, tt), hal. 35.
81 M. Syarif, Membagi Harta Warisan, ( Pekanbaru: Yayasan Pusaka Riau, 2009), Cet-
1, hal. 9.
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Biaya-biaya tersebut diambilkan dari harta si mayyit menurut
ukuran yang wajar, tidak boleh berlebih-lebihan dan tidak boleh
dikurang-kurangi. Karena biaya penyelenggaraan tersebut merupakan
perkara utama yang terkait langsung dengan hak-hak si mayyit yakni
menjaga kehormatan dan kemuliaannya.®® Hal ini didasarkan pada
firman Allah SWT:

L3 5 535 95 1 5 1.8 520 3 il 75 s
Artinya: “Dan orang-orang yang apabila membelanjakan (harta),
mereka tidak berlebihan, dan tidak (pula) kikir, dan adalah

(pembelanjaan itu) di tengah-tengah antara yang demikian”.

(QS. Al-Furgan[25]: 67)

Imam Ahmad berpendapat bahwa biaya penyelenggaraan
jenazah harus didahulukan daripada membayar hutang. Sedangkan
Imam Hanafi, Maliki, dan Syafii berpendapat bahwa pelunasan hutang
harus lebih didahulukan, dengan alasan bahwa jenazah akan tergadai
sampai semua hutangnya dilunasi.®®

2) Pelunasan Utang (wafa’ al-duyun)

Utang merupakan tanggungan yang harus dilunasi dalam
waktu tertentu (yang disepakati) sebagai akibat dari imbalan yang
telah diterima orang yang utang. Apabila seseorang yang meninggal

dunia ternyata meninggalkan utang pada orang lain yang belum

%2 Ade Fariz Fahrullah, Op.cit., hal. 30.
8 Abd Al-Azim Syaraf Al-Din, Ahkam La-Miras Wa Al-Washiyah Fi Syari’ah Al-
Islamiyah, (Kairo: Dar al-Fikr al-Hadis, 1382 H/1962 M), hal. 12.
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dibayar, maka sudah seharusnya utang tersebut dilunasi terlebih
dahulu dan diambilkan dari harta peninggalannya, sebelum harta itu
dibagikan kepada ahli waris.**

Hutang seseorang yang meninggal dunia wajib dilunasi dari
harta yang ditinggalkannya, baik hutang kepada manusia maupun

hutang kepada Allah berupa Zakat, Kifarat dan Nazar.
aall udt s JB a5 ale ) la ) e e A e e ol e
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Artinya: “Dari Abu Hurairah, Nabi Muhammad saw bersabda :

Seorang mukmin yang meninggal dunia tersangkut dengan

hutangnya,hingga dibayar untuknya.” (HR. Ahmad dan

Thurmizi).

Pembayaran hutang didahulukan dari pada melaksanakan
wasiat, hikmah mendahulukannya adalah perhatian Islam terhadap
utang itu dan tidak mengabaikannya, sebab hutang mirip dengan
warisan yang harus diambil tanpa kompensasi, oleh karena itu para
ahli waris harus mengeluarkannya.

3) Pelaksanaan Wasiat (tanfidz al-washaya)

Wasiat adalah tindakan seseorang menyerahkan hak

kebendaannya kepada orang lain, yang berlakunya apabila yang

berwasiat itu meninggal dunia. Wasiat merupakan tindakan

ikhtiyariyah, yang bersifat suka rela tanpa dipengaruhi oleh siapapun.

% Ahmad Rofig, Op.cit,. hal. 48.

% Mujiddin Abu al-Saadat al-Mubarak bin Muhammad al-Jazur Ibnu al-Asir, Jami"
al-Ushul al-Hadits Rasul, (ttp : Maktabah al-Hawali, tt), juz 11, Cet. 1, h. 181, Trj. Abdu al-
Qadar arnu“ta
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Apabila seseorang meninggal dunia dan semasa hidupnya berwasiat
atas sebegian harta kekayaannya kepada suatu badan atau seseorang,
maka wasiat itu wajib dilaksanakan sebelum harta peninggalannya
dibagi kepada ahli waris.®®

Jumhur ulama sepakat bahwa secara umum pemberian wasiat
kepada ahli waris hukumnya adalah haram, baik wasiat itu sedikit atau
banyak, karena Allah SWT telah membagikan faraid kepada ahli

waris.®” Mereka mendasarkan kepada firman Allah SWT:
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Artinya: ‘“jika saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang, Maka
mereka bersekutu dalam yang sepertiga itu, sesudah dipenuhi
wasiat yang dibuat olehnya atau sesudah dibayar hutangnya
dengan tidak memberi mudharat (kepada ahli waris)[274].
(Allah menetapkan yang demikian itu sebagai) syari‘at yang
benar-benar dari Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi
Maha Penyantun”. (QS. An-Nisa[4]: 12)

Berdasarkan sumber hukum tentang wasiat sebagaimana
tersebut di atas, para ahli berbeda pendapat tentang status hukum
wasiat ini. Mayoritas mereka berpendapat bahwa status hukum wasiat
tidak fardhu “ain, baik kepada orang tua maupun kepada kerabat yang

sudah menerima warisan atau kepada mereka yang tidak menerima

warisan.

®¢ Ahmad Rofig, Op.cit,. hal. 52.

®” Ade Fariz Fahrullah, Op.cit., hal. 33.
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9. Wasiat dan Hibah

1. Wasiat

Secara garis besar wasiat merupakan penghibahan harta
dari seseorang kepada orang lain atau kepada beberapa orang
sesudah meninggalnya orang tersebut.®®

Wasiat ialah suatu tasharruf (pelepasan) terhadap harta
peninggalan yang dilaksanakan sesudah meninggal dunia
seseorang. Menurut asal hukum, wasiat adalah suatu perbuatan
yang dilakukan dengan kemauan hati dalam keadaan apa pun.
Karenanya, tidak ada dalam syariat Islam suatu wasiat yang wajib
dilakukan dengan jalan putusan hakim.

Kompilasi hukum Islam Indonesia khususnya dalam
ketentuan yang terdapat dalam Buku Il Bab V Pasal 194
menyebutkan persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi dalam
pelaksanaan pewasiatan tersebut adalah sebagai berikut:

a. Pewasiat harus orang yang telah berumur 21 tahun, berakal
sehat, dan didasarkan kepada kesukarelaannya.
b. Harta benda yang diwasiatkan harus merupakan hak si

pewasiat.

% Moh.
2011), hal. 145.

Muhibbin dan Abdul Wahid, Hukum Kewarisan Islam, (Jakarta: Sinar Grafika,
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c. Peralihan hak terhadap barang/benda yang diwasiatkan adalah

setelah si pewasiat meninggal dunia.

Menyangkut persyaratan yang harus dipenuhi dalam

pelaksanaan pewasiatan tersebut adalah sebagai berikut:

a. Apabila wasiat itu dilakukan secara lisan, maupun tertulis
hendaklah pelaksanaannya dilakukan di hadapan 2 (dua) orang
saksi atau dihadapan notaris.

b. Wasiat hanya dibolehkan maksimal sepertiga dari harta
warisan, kecuali ada persetujuan semua ahli waris.

c. Wasiat kepada ahli waris hanya berlaku bila disetujui oleh
sama ahli waris.

d. Pernyataan persetujuan pada poin 2 dan 3 dapat dilakukan
secara lisan maupun tertulis di hadapan 2 (dua) orang saksi,
atau dibuat dihadapan notaris.

2. Hibah
Kata hibah berasal dari bahasa arab yang secara
etimologi berarti melewatkan atau menyalurkan, dengan demikian
berarti telah disalurkan dari tangan orang yang memberi kepada
tangan yang diberi.*®
Hibah dan wasiat sama-sama merupakan pemberian dari
orang lain. Namun, perbedaan keduanya yang paling menonjol

adalah hibah diberikan pada waktu pemberi hibah masih hidup

% Suhrawardi K. Lubis dan Komis Simanjuntak, Op.cit, hal. 43.
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dan dapat dilaksanakan pada saat pemberi hibah masih hidup,
sedangkan wasiat diberikan pada waktu pemberi wasiat masih
hidup dan dilaksanakan pada saat pemberi wasiat telah meninggal
dunia.”

Hibah sebagai salah satu bentuk tolong-menolong dalam
rangka kebajikan antara sesame manusia yang sangat bernilai
positif.” Para ulama figh (Imam Syafi’i dan Imam Malik) sepakat
mengatakan bahwa hukum hibah adalah sunnah berdasarkan
firman Allah SWT dalam surat An-Nisa ayat 4 yang berbunyi:
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Artinya: “Dan berikanlah maskawin (mahar) kepada perempuan
(yang kamu nikahi) sebagai pemberian yang penuh
kerelaan. Kemudian, jika mereka menyerahkan kepada
kamu sebagian dari (maskawin) itu dengan senang
hati, maka terimalah dan nikmatilah pemberian itu
dengan senang hati ”.

"0 Badriyah Harun, Panduan Praktis Pembagian Waris, (Yogyakarta: Pustaka Yuslisia,

2009), hal. 71.

™ Abdul
1997), hal. 540.

Aziz Dahlan, Insiklopedia Hukum Islam, (Jakarta: PT Ichtar Baru Van Hoeve,



BAB I
METODE PENELITIAN

Sebagai karya ilmiah maka tidak bisa dilepaskan dari penggunaan
metode, karena metode merupakan pedoman agar kegiatan penelitian terlaksana
secara sistematis.”” Dengan demikian, metode merupakan pijakan agar
penelitian dapat mencapai hasil maksimal, dalam penelitian skripsi ini, penulis
menggunakan metode sebagai berikut:
Lokasi Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (field research), yaitu
dengan mengambil lokasi penelitian ini di Desa Sawah Kecamatan Kampar
Utara. Lokasi ini dijadikan sebagai tempat penelitian kasus penundaan harta
warisan sering terjadi di sana.
Subjek dan Objek Penelitian

Subjek dari penelitian ini adalah ahli waris yang menunda pembagian
harta warisan, dan tokoh masyarakat di Desa Sawah Kecamatan Kampar Utara.
Adapun objek dalam penelitian ini adalah kebiasaan masyarakat menunda-
nunda pembagian harta warisan di Desa Sawah Kecamatan Kampar Utara di
tinjau Hukum Islam.
Populasi dan Sampel Penelitian

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek atau subjek

yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentuk yang ditetapkan oleh

2 Anton Bekker dan Ahmad Charis Zubair, Metode Penelitian Filsafat, (Yogyakarta:
Kanisius, 1999), hal. 10.
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peneliti dan kemudian ditarik kesimpulan.”® Adapun populasi dari penelitian ini

adalah seluruh ahli waris keluarga keluarga di Desa Sawah Kecamatan Kampar

Utara, tokoh masyarakat dan tokoh adat. Populasi dari penelitian ini sebanyak

3569 dan mengambil sampel sebanyak 11 orang dari ahli waris dan 2 orang

tokoh masyarakat dan tokoh, maka sampel yang peneliti ambil sebanyak 13

orang, dengan teknik Proposive Sampling.

D. Sumber Data
Sumber data dalam penelitian ini meliputi dua kategori yaitu:

a. Sumber data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari
responden lapangan yaitu hasil wawancara dan observasi dari ahli waris
yang menunda pembagian harta warisan

b. Data sekunder, adalah data pendukung yang diperoleh dari berbagai pihak
atau sumber yang dapat memberikan informasi pendukung seperti tokoh
masyarakat, buku-buku, artikel yang ada huungannya dengan penelitian
ini.

E. Metode Pengumpulan Data
Metode pengumpulan data yang penulis gunakan adalah:

a. Observasi, yaitu penulis secara langsung ke lokasi penelitian untuk
mengamati keadaan yang sebenarnya. Dalam hal ini penulis mengadakan
pengamatan secara langsung kelapangan kelapangan tempat penulis

mengadakan penelitian yaitu desa sawah kecamatan Kampar utara.

® Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D, (Bandung: Alfabeta,
2013), Cet Ke-19, hal. 80-81.
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b. Wawancara, yaitu mengadakan Tanya jawab dengan mengajukan beberapa
pertanyaan dalam bentuk lisan secara langsung kepda ahli waris yang
menunda pembagian harta warisan dan tokoh masyarakat.

c. Dokumentasi, yaitu merupakan metode pengumpulan data dengan
mencatat data-data yang sudah ada. Teknik pengumpulan data dengan
dokumentasi ialah pengambilan data yang diperoleh melalui dokumen-
dokumen yang berkaitan dengan masalah penilitian

F. Analisis Data

Dalam mengnalisis data dalam penelitian ini adalah penulis
menggunakan analisis data deskriptif kualitatif. Analisis yang penulis gunakan
untuk memberikan deskriptif mengenai objek penelitian berdasarkan data yang
diperoleh dari subjek yang diteliti.”

Proses analisis dimulai dengan menelaah seluruh data yang tersedia dari
berbagai sumber yaitu observasi, wawancara. Kemudian mengadakan reduksi
data yaitu data-data yang diperoleh dilapangan dirangkum dengan memilih hal-
hal yang pokok serta disusun lebih sistematis sehingga menjadi data yang
benar-benar terkait dengan permasalahan yang diteliti.

G. Metode Penulisan

Setelah data yang diperoleh, maka data tersebut akan penulis bahas
dengan menggunakan metode-metode sebagai berikut:

a. Induktif, yaitu metode yang menerangkan gambaran permasalahan atau

data dari yang khusu, kemudian di tarik kesimpulan secara umum.

™ Rianto Adi, Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum, (Jakarta: Grianit, 2004), hal.
30.
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b. Deduktif, yaitu uraian yang diawali dengan menggunakan kaedah-kaedah
umum, dianalisis kemudian diambil kesimpulan secara khusus.
c. Deskriptif, yaitu mengemukakan dan menggambarkan secara tetap dan apa
adanya terhadap masalah yang diteliti.
H. Sistematika Penulisan
Untuk memudahkan uraian dalam tulisan ini, maka penulis menysusn
sistematika penulisan sebagai berikut:
BAB |: PENDAHULUAN
Terdiri Dari Latar Belakang Masalah, Batasan Masalah, Rumusan
Masalah, Tujuan dan Manfaat Penelitian.
BAB II: TINJAUAN TEORI
Dalam bab ini penulis menjelaskan tentang tinjauan umum kewarisan:
Pengertian Warisan, Dasar dan Sumber Hukum Waris, Asas-Asas
Hukum Kewarisan Islam, Syarat dan Rukun Kewarisan, Sebab
Menerima Kewarisan, Faktor Penghalang Waris Menurut Hukum
Islam, Ahli Waris dan Bagiannya, Hak dan Kewajiban Ahli Waris.
BAB IlI: METODE PENELITIAN
Dalam bab ini penulis menjelaskan tentang Lokasi Penelitian, Subjek
dan Objek Penelitian, Populasi dan Sampel Penelitian, Sumber Data,
Metode Pengumpulan Data, Analisis Data, Metode Penulisan,

Sistematika Penulisan.
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BAB IV: TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PENUNDAAN
PEMBAGIAN HARTA WARISAN PADA MASYARAKAT DESA SAWAH
KECAMATAN KAMPAR UTARA KABUPATEN KAMPAR
Dalam bab ini menjelaskan tentang Kondisi Geografis dan Demografis
Desa Sawah Kecamatan Kampar Utara, Pelaksanaan Pembagian Harta
Warisan Menurut Kebiasaan Masyarakat Desa Sawah Kecamatan
Kampar Utara, Dampak Dari Penundaan Pembagian Harta Warisan
Pada Masyarakat Desa Sawah Kecamatan Kampar Utara, Tinjauan
Hukum Islam Terhadap Penundaan Pembagian Harta Warisan.
BAB V: KESIMPULAN DAN SARAN
Dalam bab ini terdiri dari kesimpulan dan saran.

DAFTAR PUSTAKA



BAB V
PENUTUP
Berdasarkan hasil penelitian tinjauan hukum islam terhadap penundaan
pembagian harta warisan pada Masyarakat Desa Sawah Kec. Kampar Utara
lakukan, maka dapat penulis disimpulkan:

Kesimpulan

1. Dalam pelaksanaan pembagian harta warisan pada Masyarakat Desa
Sawah Kecamatan Kampar Utara masih menggunakan hukum adat yang
dibawa oleh nenek moyang terdahulu, dan masih menunda-nunda dalam
pelaksanaan pembagian harta warisan.

2. Adapun dampak negarif yang ditimbulkan dari penundaan pembagian harta
warisan adalah terjadinya konflik diantara ahli waris, kurang harmonisnya
dalam kekeluargaan serta harta warisan menjadi sia-sia.

3. Adapun tinjauan ukum Islam terhadap penundaan pembagian harta warisan
yang dilakukan oleh Masayarakat Desa Sawah adalah sangat bertentangan
dengan syariat Islam, karena tidak sesuai yang ditetapkan Allah SWT
dalam Al-Qur’an dan Hadist.

Saran

Saran-saran yang dapat penulis berikan dalam tinjauan Hukum Islam
terhadap penundaan pembagian harta warisan pada Masyarakat desa sawah

Kec. Kampar utara adalah:

1. Diharapkan agar supaya pelaksanaan pembagian harta warisan pada

Masyarakat lebih merujuk kepada Hukum Islam, agar tidak terjadi konflik

97
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sebab Hukum Islam itu berasal dari Al-Qur’an dan Hadist, sebagaimana
yang diketahui bahwa tidak ada keraguan di dalam Al-Qur’an dalam

menyelesaikan setiap permasalahan.

Setelah dilakukannya penelitian di Desa Sawah Kecamatan Kampar Utara
dapat dilithat bahwa banyak sekali dampak negatif yang ditimbulkan akibat
penundaan pelaksanaan pembagian harta warisan, oleh sebab itu
diharapkan hasil penelitian ini dapat menjadi cerminan bagi masyarakat
agar supaya segera membagi harta warisan apabila selesai dilakukan
pengurusan jenazah.

Semoga penelitian yang dilakukan ini bermanfaat dan membantu
masyarakat dalam mengenali bagaimana sebenarnya Hukum Islam dan
terkhususnya dalam pelaksanaan pembagian harta warisan, terkhususnya

bagi umat Islam.
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